BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Pendapat hakim Pengadilan Agama Kelas | A Bengkulu emaidiubungan
keperdataan antara anak dengan orang tua dari ped@wai bawah tangan
menurut UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahvwak amang
dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan hanya meggunubungan
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya karena ped@wdi bawah
tangan tidak sah secara hukum positif. Sebagaimanas#tgglgpada Pasal 2
ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 bahwa setippéeawinan harus
dicatatkan menurut peraturan perundng-undangan yenfakb.

2. Hak-hak anak dari perkawinan di bawah tandpamwa perkawinan di bawah
tangan tersebut tidak sah berdasarkan Undang-Undang Nahun 1974
tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat 2 yang berbumpyti@@aperkawinan
dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang beneka anak
tersebut tidak memiliki hak apapun dari ayah biologisnyanun pasca
keluarnya Putusan MK No. 46/PUU/2010 terhadap p&asoanak dari
perkawinan di bawah tangan, maka anak hasil perkandhndawah tangan
mendapatkan hak-hak keperdataan dari ayah biologisiyara lain biaya
hidup, akta lahir, perwalian, hingga warisan. KarenakAremg dilahirkan di
luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ilary&eluarga

ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yangtddbuktikan
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berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan&aaulpukti lain menurut
hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungatata dengan
keluarga ayahnya.

B. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat yang akan melangsungkan
perkawinan jangan melakukan perkawinan di bawah tarngaena hal ini
tidak menguntungkan terutama terhadap kedudukan nhu&inak yang
dilahirkan.

2. Kepada Pemerintah agar memperketat kepada KUA untrkbgrian izin
terhadap pasangan yang akan melakukan perkawinaraveihb tangan,
dengan cara mengadakan sosialisasi ke masyarakatarukaglghendataan
dan mengumpulkan masyarakat yang masih belum menmatpttkawinan
secara sah di KUA dengan mengupayakan untuk dilaksanadd&kawinan

massal dan mencatatkannya di KUA.
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PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS It A

JL Jend. Basuki Rehmat No. 11 TelpFax (0736321225
Website : www.pa-hengkulukota. go.id, Email - pa_benghkulu@yshoo.co.id

BENGKULU 38221

SURAT KETERANGAN
Nomor : W7-A1/130  (PB.0O1/TX/2013

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNII3) Nomor:
1780/UN.30.4/PP/2013 perihal 1zin Penelitian Mahasiswa atas nama tersebut dibawah imi, dengan

ini Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A menerangkan bahwa:

Nama : BELLY OKTAWIJIAYA
NPM  : B1A009087
Fakultas : Hukum,

telah mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas T A sejak 17 Septernber s/d
25 September 2013 sesuai dengan skripsi yang berjudul : “PENDAPAT EAKIM
PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS 1A TERHADAP HUBUNGAN
KEPERDATAAN ANAK DENGAN ORANG TUA DARI PERKAWINAN DI
BAWAH TANGAN MENURUT UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN .

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
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PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

5.1
& KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
o, o Pe'nbangunan No. 1 Telq:.\on/Fax (0736) 23512 Kode Pos : 38225

KT g

Blog:
IEIGKULU

REKOMENDASI
Nomor : 503/7.aL2370 /KP2T/2013

TENTANG PENELITIAN

Dasar: 1. Peraturan Gubemur Bengkulu Nomor 02 Tahun 2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubermmur Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan
Penandatanganan Perizinan dan Non (Bukan) Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.

2. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB) Nomor : 1780/UN.30.4/PP/2013, Tanggal
02 September 2013 Perihal Rekomendasi Penelitian.
Permohonan Diterima Di KP2T Tanggal 04 September 2013

Nama / NPM :  Belly Oktawijaya / B1A009087
Pekerjaan :  Mahasiswa
Maksud : Melakukan Penelitian

Judul Proposal Penelitian  : Pendapat Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas | A Terhadap
Hubungan Keperdataan Anak Dengan Orang Tua Dari Nikah i/
Dibawah Tangan Menurut UU No 1 Tahun 1974

Daerah Penelitian : Pengadilan Agama Kelas |A Kota Bengkulu.
Waktu Penelitian/Kegiatan : 04 September 2013 s/d 04 Oktober 2013
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB)

Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :

a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubemur/ Bupati/ Walikota Cq. Kepala
Badan/Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas atau sebutan lain setempat.

b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil peneliian kepada Kepala Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.

d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan peneliian belum
selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.

e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila temyata pemegang surat
rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
Bengkulu, 04 September 2013

KEPALA KANTOR
PERIZINAN TERPADU

Tembusan :
1.Yth. Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi Bengkulu
2. Yth. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bengkulu
= 7th. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB)
2ng Bersangkutan
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